
BAB4 

SIMP ULAN 

Pemerintah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan harus bertanggung 

jawab kepada masyarakat. Kegiatan pertanggungjawaban ini dikenal dengan 

istilah akuntabilitas sektor publik. Ada empat tipe akuntabilitas yaitu compliance 

accountability, anticipatory accountability, negotiated accountability, dan 

discreationary accountability. Masing-masing negara memiliki tipe akuntabilitas 

yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Tipe akuntabilitas pada tiap negara 

ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu: faktor ekonomi, politik, 

demografi dan sebagainya. 

Perbedaan tipe-tipe akuntabilitas yang dianut masing-masing negara 

membuat adanya pengaruh pada kegiatan akuntansi pemerintahan yang 

diselenggarakan. Hal ini disebabkan karena akuntansi pemerintahan merupakan 

alat atau sarana pertanggungjawaban sehingga bagaimana bentuk 

pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang diinginkan sangat tergantung pada 

tipe-tipe akuntabilitas yang dianut. 

Pada masa sekarang, tipe akuntabilitas yang paling sesuai untuk diterapkan 

di Indonesia adalah discreationary accountability. Hal ini disebabkan karena 

Indonesia memasuki masa reformasi. yang mana memberikan kebebasan kepada 

masyarakat, akan tetapi kebebasan yang diberikan harus dipertanggungjawabkan 

dengan baik sehingga cocok dengan karakteristik dari tipe discreationary 

accountability. 
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